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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana untuk mendapatkan upah atau 

premi atas pekerjaan yang dilakukan di LP Muaro Padang terlebih dahulu 

dilakukan assesment terhadap narapidana untuk melihat bakat dan minatnya 

dalam melakukan pekerjaan. Setelah itu narapaidana yang dipilih dilakukan 

pelatihan sesuai dengan bakat dan keahlian untuk diberikan pekerjaan dan 

bekerja sama dengan pihak ketiga. Pasal 5  Keputusan Menteri Kehakiman 

Nomor : M.01-PP.02.01 Tahun 1990 Tentang Dana Penunjang Pembinaan 

Narapidana dan Insentif Karya Narapidana yaitu 50% dari keuntungan 

diberikan kepada narapidana sebagai insentif karyanya, 35% digunakan 

sebagai dana penunjang pembinaan dan 15% disetorkan ke pada kas negara   

2. Kendala yang dihadapi oleh LP Muaro Padang dalam  pemenuhan hak-hak 

narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan adalah 

terbatasnya agaran yang dimiliki untuk pengadaan sarana dan prasaran 

kerja. Sehingga pembinaan kemandirian khususnya kegiatan kerja tidak 

dapat dilaksanakan secara maksimal karena bengkel kerja yang ada hanya 

dapat menampung sebanyak 50 (lima puluh) warga binaan untuk melakukan 

kegiatan kerja.  
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B. SARAN 

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka adapun saran penulis adalah 

sebagai berikut:  

1. Kepada pemerintah 

a. Menetapkan peraturan yang baru terkait dalam pembinaan narapidana 

di Lembaga Pemasyarakatan dan membuat ketentuan jam kerja  dan 

upah yang layak.  

b. Memantau dan memberikan modal atau menyalurkan narapidana yang 

dianggap pantas untuk bekerja setelah dia keluar dari Lembaga 

Pemasyarakatan. 

2. Kepada LP Muaro Padang 

Memperbesar anggaran untuk pembinaan kemandirian sehingga pembinaan 

kemandirian berupa pelatihan kerja dan kegiatan kerja dapat dimaksimalkan 

dan menampung lebih banyak narapidana.  

3.  Kepada Narapidana 

Narapidana yang telah mengikuti pembinaan kemandirian di LP Muaro 

Padang agar dapat menggunakan keterampilan yang telah didapat, sehingga 

dapat  berbaur dengan masyarakat sebagai individu yang bebas dan 

produktif.  
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